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ABSTRACT 
Penelitian Penelitian ini mengkaji dampak hukum dan ekonomi dari praktik sewa 
menyewa akun bisnis e-commerce dari perspektif yuridis dan syariah. Analisis 
menunjukkan bahwa regulasi hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya 
mengakomodasi kompleksitas praktik ini. Meskipun UU ITE dan peraturan terkait 
transaksi elektronik memberikan kerangka dasar, kekurangan spesifikasi mengenai 
sewa menyewa akun menyebabkan ketidakpastian hukum bagi penyewa dan pemilik 
akun. Penyewa menghadapi risiko pelanggaran kontrak dan masalah hukum terkait 
penggunaan identitas pihak lain, sementara pemilik akun dapat kehilangan kontrol atas 
aktivitas akun mereka dan menghadapi konsekuensi hukum dari tindakan penyewa. 
Banyak pelaku bisnis mengabaikan atau tidak sepenuhnya mematuhi peraturan karena 
kurangnya penegakan hukum yang efektif dan jelas. Dari perspektif ekonomi, sewa 
menyewa akun bisnis e-commerce menawarkan manfaat signifikan bagi kedua belah 
pihak. Penyewa dapat mengakses pasar yang lebih luas dan meningkatkan kredibilitas 
bisnis mereka, sementara pemilik akun mendapatkan pendapatan pasif dari biaya sewa. 
Namun, risiko kerugian finansial tetap ada jika akun yang disewa mengalami masalah 
atau diblokir oleh platform e-commerce. Pemilik akun juga berisiko kehilangan 
pendapatan jika akun mereka diblokir akibat pelanggaran oleh penyewa. Pandangan 
ulama ekonomi syariah menekankan kejujuran dan keadilan dalam transaksi, 
menghindari ketidakpastian (gharar). Hadis melarang jual beli yang mengandung 
gharar (HR. Muslim). Regulasi seperti UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen juga 
melarang akses ilegal dan transaksi menyesatkan. Penelitian ini menyoroti pentingnya 
regulasi yang lebih spesifik dan perlindungan hukum yang lebih kuat. Kepatuhan 
terhadap regulasi perlu ditingkatkan, serta kontrak yang jelas dan mekanisme 
perlindungan finansial harus disusun untuk mengelola risiko. Dengan demikian, 
praktik sewa menyewa akun bisnis e-commerce dapat berjalan lebih aman dan efisien, 
memberikan manfaat ekonomi optimal bagi semua pihak yang terlibat. 
Kata Kunci: Ekonomi Islam; Yuridis;  sewa menyewa; akun bisnis.  

 
  

 
 

Pendahuluan  
Pertumbuhan pesat e-commerce telah 

merevolusi cara kita bertransaksi dan 
berbisnis, tidak hanya di Indonesia tetapi 

juga di seluruh dunia (Kowanda et al., 2018; 
Mahmuddin & Sirait, 2022). Perkembangan 

ini membawa banyak peluang baru (Wagner, 
2020), termasuk praktik sewa menyewa 
akun bisnis e-commerce. Praktik ini 

memungkinkan individu atau bisnis untuk 
menyewa akun yang sudah mapan dengan 
reputasi yang baik untuk menjalankan 
kegiatan komersial mereka (Meliyah et al., 
2021). Namun, di balik peluang ini, terdapat 
tantangan hukum dan ekonomi yang perlu 
dianalisis lebih lanjut, terutama dari 
perspektif ekonomi Islam. 

Sewa menyewa akun bisnis e-commerce 
menjadi semakin populer di kalangan pelaku 
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bisnis kecil dan menengah yang ingin 
memanfaatkan akun dengan ulasan positif 
dan reputasi yang sudah terbentuk 
(Niranjanamurthy et al., 2013). Praktik ini 
tidak hanya membantu mereka mengurangi 
waktu dan biaya yang diperlukan untuk 
membangun kredibilitas, tetapi juga 
memungkinkan mereka untuk bersaing 
dengan pemain yang lebih besar di pasar e-
commerce (Frey, 2020). Namun, praktik ini 
menimbulkan berbagai persoalan hukum 
dan etika yang kompleks. 

Di satu sisi, sewa menyewa atau jual beli 
akun bisnis e-commerce dapat memberikan 
manfaat ekonomi yang signifikan. Namun, di 
sisi lain, praktik ini juga dapat menimbulkan 

masalah hukum yang serius (Goldstein & 
O’Connor, 2000). Masalah ini termasuk 
ketidakjelasan kontrak, potensi pelanggaran 
hak kekayaan intelektual, dan risiko 

penipuan (Codagnone & Martens, 2016). 
Dalam konteks ekonomi Islam, praktik sewa 
menyewa ini harus dianalisis lebih 
mendalam untuk memastikan bahwa tidak 
ada unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau 

penipuan yang terlibat (Jaharuddin & 
Sutrisno, 2019; Kholis, 2004; Wigati, 2011). 

Regulasi yang ada saat ini dirasakan 
belum cukup untuk mengatur praktik ini 
secara menyeluruh. Hukum kontrak di 
Indonesia, misalnya, belum sepenuhnya 
mengakomodasi kebutuhan khusus dari 
transaksi sewa menyewa akun bisnis e-

commerce (Mustika & Savirani, 2021). Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
mengeksplorasi dampak hukum dari praktik 
ini dan bagaimana hukum Islam dapat 
memberikan kerangka kerja yang lebih 
komprehensif dan adil. 

Dalam literatur akademik, terdapat 
perdebatan tentang legitimasi dan implikasi 
hukum dari sewa menyewa akun bisnis e-
commerce. Beberapa akademisi berargumen 
bahwa praktik ini dapat dianggap sah selama 
ada kesepakatan yang jelas antara kedua 
belah pihak dan tidak ada pihak yang 
dirugikan (Akhsanti, 2022). Namun, yang 
lain berpendapat bahwa praktik ini rentan 
terhadap penyalahgunaan dan dapat 
merugikan konsumen yang mengandalkan 

ulasan dan reputasi yang mungkin tidak 
akurat. 

Dari perspektif ekonomi Islam, 
perdebatan ini menjadi lebih kompleks. 
Ekonomi Islam menekankan keadilan dan 
transparansi dalam semua bentuk transaksi 
bisnis (Kholis, 2004; Wigati, 2011). Oleh 
karena itu, sewa menyewa akun bisnis e-
commerce harus dievaluasi berdasarkan 
prinsip-prinsip ini. Apakah praktik ini 
memenuhi syarat keadilan dan transparansi 
yang diharapkan dalam transaksi Islam? 
Atau apakah ada elemen yang bertentangan 
dengan ajaran Islam? 

Secara yuridiksi, terdapat beberapa 
lapisan hukum yang harus dipertimbangkan 
dalam menganalisis dampak hukum dari 
sewa menyewa akun bisnis e-commerce. 
Pertama, hukum nasional Indonesia yang 
mencakup hukum kontrak dan regulasi e-
commerce (Hamzah, 2009). Kedua, hukum 
internasional yang berlaku jika transaksi 
melibatkan pihak dari berbagai negara . 
Ketiga, hukum Islam yang dapat 
memberikan perspektif tambahan mengenai 
keadilan dan etika dalam transaksi bisnis. 

Dalam konteks Indonesia, hukum Islam 
memiliki pengaruh yang signifikan, 
terutama bagi komunitas Muslim. Oleh 
karena itu, penting untuk 
mempertimbangkan bagaimana hukum 
Islam dapat diterapkan dalam mengatur 
sewa menyewa akun bisnis e-commerce (Ali, 
2021; Choudhury, 2016; Hidayat, 2021; 
Menne, 2023). Misalnya, bagaimana konsep 
ijarah (sewa) dalam hukum Islam dapat 
diterapkan dalam konteks ini? Apakah ada 
prinsip-prinsip lain dalam hukum Islam 
yang dapat membantu menyelesaikan 
konflik yang mungkin timbul dari praktik 
ini? 

Penelitian ini bertujuan untuk 
memberikan analisis yang komprehensif 
tentang dampak hukum terhadap sewa 
menyewa akun bisnis e-commerce dari 
perspektif ekonomi Islam. Dengan demikian, 
diharapkan dapat memberikan panduan 
bagi pelaku bisnis, regulator, dan akademisi 
dalam memahami dan mengelola risiko 
hukum dan ekonomi yang terkait dengan 
praktik ini. 
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Literatur Review 
Sewa menyewa akun bisnis e-commerce 

adalah praktik di mana individu atau bisnis 
menyewa akun e-commerce yang sudah 
mapan untuk menjalankan operasi bisnis 

mereka (Meliyah et al., 2021; Mustika & 
Savirani, 2021). Praktik ini berbeda dengan 
transaksi tradisional karena melibatkan 
penggunaan identitas dan reputasi yang 

sudah ada. Menurut Lee & Chow (2020a), 
sewa menyewa dalam konteks digital 
membutuhkan pemahaman khusus tentang 
hak dan kewajiban pihak yang terlibat, serta 
potensi risiko yang dihadapi. 

Landasan hukum untuk sewa menyewa 
akun bisnis e-commerce di Indonesia saat ini 
masih kurang jelas. Hukum kontrak yang 
ada belum sepenuhnya mencakup transaksi 

digital seperti ini. Menurut Busch & Mak 
(2021), ada kebutuhan mendesak untuk 
memperbarui regulasi agar mencakup 
aspek-aspek unik dari transaksi digital, 
termasuk sewa menyewa akun bisnis e-
commerce. Di sisi lain, hukum internasional 
juga dapat memberikan panduan tambahan 
untuk memastikan transaksi ini sah dan adil. 

Hukum kontrak di Indonesia, yang 
diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUH Perdata), memberikan 
kerangka dasar untuk semua jenis kontrak, 
termasuk sewa menyewa. Namun, KUH 
Perdata tidak secara spesifik mengatur 
tentang sewa menyewa akun bisnis e-
commerce. Menurut Marzuki (2018), ini 
menciptakan celah hukum yang dapat 
menimbulkan berbagai masalah, seperti 
ketidakjelasan hak dan kewajiban pihak yang 
terlibat, serta potensi konflik hukum. 

Regulasi e-commerce di Indonesia 
masih dalam tahap pengembangan. Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(UU ITE) memberikan beberapa panduan 
umum, namun belum cukup spesifik untuk 
mengatur sewa menyewa akun bisnis e-
commerce. Menurut Kusuma (2021), ada 
kebutuhan untuk merumuskan regulasi yang 
lebih spesifik dan komprehensif untuk 
mengatur transaksi e-commerce, termasuk 
aspek sewa menyewa akun bisnis. 

Dari perspektif ekonomi, sewa menyewa 
akun bisnis e-commerce dapat memberikan 

manfaat signifikan bagi penyewa, termasuk 
akses cepat ke pasar dan peningkatan 
kredibilitas. Namun, ada juga potensi 
kerugian, seperti risiko kehilangan kontrol 
atas akun dan kemungkinan penipuan. 

Menurut Lee & Chow (2020b), penting untuk 
melakukan analisis cost-benefit untuk 
memahami dampak ekonomi secara 
keseluruhan dari praktik ini. 

Teori ekonomi tradisional tentang sewa 
menyewa, seperti yang dijelaskan oleh 

Robert & Daniel (2014), dapat diterapkan 
dalam konteks e-commerce dengan 
beberapa penyesuaian. Sewa menyewa 
dalam e-commerce melibatkan elemen-
elemen tambahan seperti reputasi digital 
dan risiko siber, yang harus diperhitungkan 
dalam analisis ekonomi. Teori ini membantu 
memahami dinamika pasar dan bagaimana 
harga sewa ditentukan. 

Dalam perspektif ekonomi Islam, sewa 
menyewa harus memenuhi prinsip keadilan 
dan transparansi. Menurut Ahmed (2014), 
transaksi sewa menyewa dalam Islam harus 
bebas dari riba, gharar, dan maysir (unsur-
unsur perjudian). Ini berarti kontrak harus 
jelas dan tidak ada pihak yang dirugikan. 
Hukum Islam menawarkan panduan yang 
kuat untuk memastikan transaksi sewa 
menyewa akun bisnis e-commerce dilakukan 
secara adil dan etis. 

Studi kasus nyata tentang sewa 
menyewa akun bisnis e-commerce dapat 
memberikan wawasan praktis tentang 
bagaimana teori dan regulasi diterapkan 
dalam situasi nyata. Misalnya, penelitian  

Chang & Li (2021) menunjukkan bagaimana 
pelaku bisnis di Asia menggunakan sewa 
menyewa akun untuk memperluas operasi 
mereka. Studi ini menyoroti tantangan dan 
peluang yang dihadapi, serta memberikan 
rekomendasi praktis untuk mengelola risiko 
yang terkait. 
 
 
Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan metode studi 
dokumen (documentary analysis) untuk 
menganalisis dampak hukum dan ekonomi 
terhadap sewa menyewa akun bisnis e-
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commerce. Pendekatan ini dipilih karena 
memungkinkan peneliti untuk secara 
mendalam mengkaji dan menafsirkan 
naskah peraturan, undang-undang, serta 
kebijakan penyedia e-commerce yang 
relevan. Penelitian ini berfokus pada 
memahami bagaimana kerangka hukum 
yang ada mempengaruhi praktik sewa 
menyewa akun e-commerce dan dampak 
ekonomi yang dihasilkan. 

Pengumpulan data dilakukan melalui 
kajian dokumen, di mana sumber data 
utama adalah peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan e-commerce, 
kontrak bisnis, dan hak kekayaan 
intelektual. Selain itu, kebijakan dan 
ketentuan yang diterapkan oleh platform e-
commerce utama di Indonesia juga 
dianalisis. Sumber-sumber ini mencakup 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah 
tentang Perlindungan Konsumen dalam 
Transaksi Elektronik, dan kebijakan 
pengguna dari platform seperti Tokopedia, 
Shopee, dan Bukalapak. 

Data yang dikumpulkan dari berbagai 
dokumen dianalisis menggunakan metode 
analisis konten (content analysis). Langkah-
langkah analisis meliputi identifikasi, 
kategorisasi, dan interpretasi tema-tema 
utama yang berkaitan dengan dampak 
hukum dan ekonomi dari sewa menyewa 
akun bisnis e-commerce. Analisis ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi 
kesenjangan dalam regulasi yang ada, 
potensi risiko hukum bagi pelaku bisnis, dan 
implikasi ekonomi dari kebijakan yang 
diterapkan oleh penyedia e-commerce. 

Untuk memastikan validitas, penelitian 
ini melakukan triangulasi dengan mengkaji 
berbagai sumber hukum dan kebijakan dari 
beberapa platform e-commerce. Validitas 
internal diperkuat melalui peer debriefing, di 
mana temuan penelitian dibahas dengan ahli 
hukum dan ekonomi untuk mendapatkan 
masukan dan verifikasi. Reliabilitas dicapai 
dengan menggunakan prosedur analisis 
yang sistematis dan transparan, serta 
mendokumentasikan setiap tahap penelitian 
secara rinci. 

Meskipun penelitian ini tidak 
melibatkan partisipan manusia, tetap 

mematuhi standar etika penelitian dengan 
memastikan bahwa semua dokumen yang 
dianalisis diperoleh secara sah dan 
digunakan sesuai dengan izin yang 
diberikan. Informasi dari dokumen 
kebijakan penyedia e-commerce digunakan 
dengan memperhatikan hak cipta dan 
ketentuan yang berlaku. Hasil analisis 
diharapkan memberikan wawasan yang 
berguna bagi pembuat kebijakan, pelaku 
bisnis, dan akademisi dalam memahami dan 
mengelola dampak hukum dan ekonomi dari 
praktik sewa menyewa akun bisnis e-
commerce. 
 
Analisis dan Pembahasan 

Dalam konteks sewa menyewa akun 
bisnis e-commerce, regulasi hukum yang ada 
saat ini masih belum sepenuhnya 
mengakomodasi dinamika dan kompleksitas 
dari praktik ini. Meskipun Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 
ITE) serta peraturan terkait transaksi 
elektronik memberikan kerangka dasar, 
terdapat kekurangan dalam hal spesifikasi 
mengenai sewa menyewa akun. Analisis 
dokumen menunjukkan bahwa peraturan 
yang ada lebih berfokus pada perlindungan 
data pribadi dan keamanan transaksi 
daripada detail kontraktual dan hak-hak 
khusus dalam sewa menyewa akun bisnis e-
commerce. 

Kepatuhan terhadap regulasi menjadi 
tantangan besar bagi pelaku sewa menyewa 
akun bisnis e-commerce. Penyewa dan 
pemilik akun seringkali tidak memiliki 
pemahaman yang mendalam mengenai hak 
dan kewajiban mereka di bawah hukum yang 
berlaku. Berdasarkan analisis, banyak 
pelaku bisnis yang mengabaikan atau tidak 
sepenuhnya mematuhi peraturan yang ada, 
terutama karena kurangnya penegakan 
hukum yang efektif dan jelas. Hal ini 
menimbulkan risiko hukum yang signifikan 
bagi kedua belah pihak. 

Penyewa akun bisnis e-commerce 
menghadapi berbagai risiko hukum, 
termasuk potensi pelanggaran kontrak dan 
masalah hukum terkait penggunaan 
identitas pihak lain. Jika penyewa melanggar 
ketentuan penggunaan akun atau melakukan 
tindakan yang melanggar hukum 
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menggunakan akun yang disewa, pemilik 
akun asli bisa terkena dampaknya, baik 
dalam bentuk sanksi hukum maupun 
kehilangan reputasi. Penelitian ini 
menemukan bahwa penyewa seringkali tidak 
dilindungi dengan baik oleh kontrak, yang 
cenderung lebih menguntungkan pemilik 
akun. 

Menurut Claudia Theophilia & Tantimin 
(2022) praktik jual beli akun driver ojek 
online dapat membahayakan penumpang, 
hubungan kerja antara driver dan penyedia 
aplikasi adalah hubungan kerja yang saling 
menguntungkan. Penyedia aplikasi 
melarang transaksi jual beli akun, sehingga 
sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku 
adalah penghentian operasional sementara 
dan pemutusan kemitraan, pelaku atas 
pelanggaran ini dapat dijerat hukum dengan 
dikenai sanksi berdasarkan Pasal 35 jo. Pasal 
51 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, intinya, praktik jual 
beli atau sewa menyewa akun e-commerce 
seperti akun driver ojek online dapat 
membahayakan penumpang dan harus 
dihindari. 

Pemilik akun juga menghadapi risiko 
hukum yang tidak kalah serius. Ketika akun 
mereka disewakan, mereka kehilangan 
kontrol langsung atas aktivitas yang 
dilakukan melalui akun tersebut. Jika 
penyewa melakukan tindakan ilegal atau 
melanggar ketentuan platform e-commerce, 
pemilik akun dapat dituntut atau bahkan 
dikenakan sanksi oleh platform tersebut. 
Analisis dokumen kebijakan platform 
menunjukkan bahwa tanggung jawab akhir 
tetap berada pada pemilik akun, yang dapat 
menghadapi konsekuensi hukum yang berat. 

Nugroho & Harun (2022) fokus pada 
fenomena jual beli akun driver ojek online di 
Indonesia, khususnya di grup Facebook 
Gojek Info/Grab Solo Raya yang mana 
praktik jual beli akun driver ojek online di 
grup Facebook tersebut menurutnya 
terlarang karena melanggar kode etik dan 
tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam 
hukum Islam, terdapat beberapa syarat yang 
harus dipenuhi dalam transaksi jual beli, 
seperti syarat keberadaan,. Dalam praktik 
jual beli akun driver ojek online, tidak semua 

syarat ini dipenuhi, sehingga transaksi 
tersebut tidak sah. Selain itu, akun driver 
ojek online yang dijual tidak sepenuhnya 
dimiliki oleh driver yang menjualnya, 
sehingga kontraknya tidak sah. Oleh karena 
itu, praktik jual beli akun driver ojek online 
tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi 
syarat-syarat hukum yang berlaku. 

Selanjutnya, praktik jual beli akun 
driver ojek online dapat membahayakan 
driver yang menjualnya, karena driver 
tersebut tidak mendapatkan ganti rugi yang 
adil. Oleh karena itu, peneliti 
merekomendasikan agar praktik jual beli 
akun driver ojek online dihentikan dan 
driver ojek online diwajibkan untuk 
mematuhi syarat-syarat hukum yang 
berlaku. 

Dari perspektif ekonomi, sewa menyewa 
akun bisnis e-commerce dapat memberikan 
manfaat signifikan bagi kedua belah pihak. 
Bagi penyewa, menyewa akun yang sudah 
mapan dapat memberikan akses cepat ke 
pasar yang lebih luas dan meningkatkan 
kredibilitas bisnis mereka. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa banyak penyewa 
merasa mendapat keuntungan ekonomi yang 
signifikan karena tidak perlu membangun 
reputasi dari awal. Ini sangat berguna 
terutama bagi usaha kecil dan menengah 
yang ingin cepat berkembang. 

Bagi pemilik akun, menyewakan akun 
mereka dapat menjadi sumber pendapatan 
pasif yang menarik. Penelitian menunjukkan 
bahwa pemilik akun yang memiliki reputasi 
baik dapat mengenakan biaya sewa yang 
cukup tinggi, sehingga mendapatkan 
tambahan pendapatan tanpa harus aktif 
mengelola bisnis. Ini merupakan win-win 
solution dalam banyak kasus, di mana 
pemilik dan penyewa sama-sama 
mendapatkan manfaat ekonomi dari 
kesepakatan tersebut. 

Namun, ada juga potensi kerugian 
ekonomi yang harus diperhatikan. Penyewa 
menghadapi risiko kerugian finansial jika 
akun yang disewa mengalami masalah, 
seperti penangguhan atau pemblokiran oleh 
platform e-commerce. Penelitian 
menemukan bahwa penyewa seringkali tidak 
memiliki mekanisme perlindungan finansial 
yang memadai jika terjadi masalah, yang 
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dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang 
signifikan. Selain itu, biaya sewa yang tinggi 
juga bisa menjadi beban bagi penyewa, 
terutama jika pendapatan dari akun tersebut 
tidak memenuhi ekspektasi. 

 
Pemilik akun juga berisiko mengalami 

kerugian ekonomi jika penyewa melakukan 
aktivitas yang merugikan. Jika akun mereka 
diblokir atau ditangguhkan karena 
pelanggaran yang dilakukan oleh penyewa, 
pemilik tidak hanya kehilangan pendapatan 
sewa tetapi juga potensi pendapatan jangka 
panjang dari akun tersebut. Analisis 
kebijakan platform menunjukkan bahwa 
pemulihan akun yang telah diblokir bisa 
memakan waktu lama dan tidak selalu 
berhasil, yang berarti pemilik bisa 
kehilangan aset digital yang berharga secara 
permanen. 

Pandangan ulama ekonomi syariah 
tentang sewa menyewa atau jual beli akun 
bisnis e-commerce dengan risiko besar 
menitikberatkan pada aspek kejujuran dan 
keadilan dalam transaksi. Dalam Islam, 
setiap transaksi bisnis harus bebas dari 
unsur ketidakpastian (gharar) dan harus 
jelas serta adil bagi semua pihak yang 
terlibat.  

Menyewa atau menjual akun e-
commerce yang memiliki risiko besar, baik 
secara pidana maupun perdata, dapat 
menyebabkan ketidakpastian dan 
ketidakadilan, yang jelas-jelas dilarang 
dalam syariah (El-Gamal, 2006). Selain itu, 
risiko hukum yang menyertai transaksi 
semacam ini juga menambah ketidakpastian 
dan dapat merugikan pihak-pihak yang 
terlibat. 

Dalam hadis, Rasulullah SAW melarang 
segala bentuk transaksi yang mengandung 
gharar. Hadis dari Muslim menyatakan 
bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: 
"Rasulullah SAW melarang jual beli yang 
mengandung gharar (ketidakpastian)" 
(Mulyadi, 2020). 

 

عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نهََى  

ِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ   رَسُولُ اللَّه

 .الْغرََرِ 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia 

berkata: "Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam melarang jual beli yang mengandung 

gharar (ketidakpastian)." (HR. Muslim) 

Hal ini menunjukkan pentingnya 
kejelasan dan kepastian dalam setiap 
transaksi bisnis. Transaksi yang tidak jelas 
atau penuh dengan risiko tidak 
diperbolehkan dalam Islam, karena dapat 
menyebabkan kerugian dan ketidakadilan. 
Selain itu, Al-Qur'an dalam Surah Al-
Baqarah ayat 188 melarang mengambil harta 
orang lain dengan cara yang batil, yang 
mencakup tindakan curang atau tidak jujur 
dalam bisnis. 

Dalam konteks hukum di Indonesia, 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 
ITE) mengatur bahwa akses ilegal ke sistem 
elektronik milik orang lain adalah tindakan 
yang dilarang. Menjual atau menyewa akun 
e-commerce bisa dianggap sebagai 
pelanggaran terhadap ketentuan ini, karena 
akun tersebut merupakan bagian dari sistem 
elektronik milik platform e-commerce 
(Simarmata, 2019). Selain itu, Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen mengatur bahwa 
pelaku usaha harus bertransaksi dengan 
jujur dan tidak boleh menyesatkan 
konsumen. Menjual atau menyewa akun 
yang dapat menimbulkan risiko hukum jelas 
melanggar prinsip kejujuran ini. 

Kebijakan perusahaan e-commerce 
seperti Tokopedia, Shopee, Grab, dan Gojek 
juga secara tegas melarang transaksi jual beli 
atau sewa akun. Misalnya, Tokopedia dan 
Shopee melarang pengguna untuk 
melakukan transaksi yang melibatkan akun 
yang tidak sah atau ilegal, dan pelanggaran 
terhadap kebijakan ini dapat berakibat pada 
pembekuan atau pemblokiran akun 
pengguna (Tokopedia, 2023; Shopee, 2023). 
Demikian juga, Grab dan Gojek melarang 
penggunaan akun yang tidak sah, dan 
pelanggaran terhadap aturan ini dapat 
mengakibatkan penghapusan akun 
pengguna (Grab, 2023; Gojek, 2023). 

 
Kesimpulannya, meskipun sewa 

menyewa atau jual beli akun bisnis e-
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commerce mungkin tampak 
menguntungkan secara ekonomi, namun 
dari perspektif syariah, hal ini tidak dapat 
dibenarkan karena melibatkan unsur gharar 
dan ketidakjujuran. Selain itu, transaksi 
semacam ini juga melanggar peraturan 
perundang-undangan di Indonesia dan 
kebijakan perusahaan e-commerce, yang 
dapat menimbulkan risiko hukum yang 
signifikan bagi semua pihak yang terlibat. 
Oleh karena itu, untuk menjaga keadilan dan 
kejujuran dalam transaksi bisnis, sebaiknya 
menghindari praktik semacam ini (El-
Gamal, 2006; Simarmata, 2019; Tokopedia, 
2023; Shopee, 2023; Grab, 2023; Gojek, 
2023). 

 
 
Dalam keseluruhan analisis ini, jelas 

bahwa sewa menyewa akun bisnis e-
commerce melibatkan berbagai faktor 
hukum dan ekonomi yang kompleks. 
Meskipun terdapat manfaat yang signifikan, 
risiko yang terkait juga perlu dikelola dengan 
hati-hati melalui kontrak yang jelas dan 
kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. 
Ke depannya, diperlukan regulasi yang lebih 
spesifik dan perlindungan hukum yang lebih 
kuat untuk mendukung praktik ini agar 
dapat berjalan dengan lebih aman dan 
efisien. 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar: Proses Transaksi Sewa 
Menyewa Akun 

 

 
 

 
Kesimpulan  
Penelitian ini mengkaji dampak hukum dan 
ekonomi dari praktik sewa menyewa akun 
bisnis e-commerce dalam perspektif yuridis 
dan syariah. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa regulasi hukum yang ada saat ini 
belum sepenuhnya mengakomodasi 
kebutuhan dan dinamika dari praktik ini. 
Meskipun terdapat undang-undang dan 
peraturan yang mengatur transaksi 
elektronik, kekurangan spesifikasi mengenai 
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sewa menyewa akun bisnis e-commerce 
menimbulkan risiko hukum bagi penyewa 
dan pemilik akun. Penyewa menghadapi 
risiko pelanggaran kontrak dan masalah 
hukum terkait penggunaan identitas pihak 
lain, sementara pemilik akun dapat 
kehilangan kontrol atas aktivitas akun 
mereka dan menghadapi konsekuensi 
hukum dari tindakan penyewa. 

Dari perspektif ekonomi, sewa menyewa 
akun bisnis e-commerce menawarkan 
manfaat yang signifikan bagi kedua belah 
pihak. Penyewa dapat memperoleh akses 
cepat ke pasar yang lebih luas dan 
meningkatkan kredibilitas bisnis mereka 
tanpa harus membangun reputasi dari awal. 
Pemilik akun dapat mendapatkan 
pendapatan pasif dari biaya sewa yang 
dikenakan. Namun, terdapat juga potensi 
kerugian ekonomi yang perlu diperhatikan. 
Penyewa berisiko mengalami kerugian 
finansial jika akun yang disewa mengalami 
masalah, seperti penangguhan atau 
pemblokiran oleh platform e-commerce. 
Pemilik akun juga berisiko kehilangan 
pendapatan dan potensi pendapatan jangka 
panjang jika akun mereka diblokir karena 
pelanggaran yang dilakukan oleh penyewa. 

Penelitian ini menyoroti pentingnya 
regulasi yang lebih spesifik dan 
perlindungan hukum yang lebih kuat untuk 
mendukung praktik sewa menyewa akun 
bisnis e-commerce. Kepatuhan terhadap 
regulasi yang ada harus ditingkatkan, dan 
kontrak yang jelas serta mekanisme 
perlindungan finansial perlu disusun untuk 
mengelola risiko yang terkait. Selain itu, 
pendekatan syariah dalam praktik ini perlu 
diperhatikan, memastikan bahwa transaksi 
bebas dari unsur riba dan gharar, serta 
dilakukan dengan transparansi dan 
keadilan. Dengan demikian, praktik sewa 
menyewa akun bisnis e-commerce dapat 
berjalan lebih aman dan efisien, 
memberikan manfaat ekonomi yang optimal 
bagi semua pihak yang terlibat. 
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